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ABSTRAK

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas mengenai Permasalahan
penyelenggaraan kompetisi Sepakbola di Indonesia antara Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Badan Olahraga Profesional
Indonesia (BOPI) untuk menetukan siapa yang sebenarnya paling berwenang
menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia yang dilihat dan diukur dari
Undang-Undang, Statuta FIFA, dan Statuta PSSI. Dalam Upaya membahas hal
tersebut, dibahas juga mengenai kedudukan yang dimiliki oleh PSSI dan BOPI di
Indonesia sebagai suatu lembaga/Organisasi Sepakbola di Indonesia, aturan FIFA
yang digunakan sebagai dasar oleh PSSI untuk menjalankan persepakbolaan di
Indonesia dan Negara sebagai dasar BOPI untuk mengatur segala bidang olahraga
profesional yang ada di Indonesia sehingga menimbulkan permasalahan di antara
keduanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga/organisasi
sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan untuk analisis ini adalah metode
yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang akan
dianalisis melalui Undang-Undang, Statuta PSSI dan Statuta FIFA.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa yang
sebenarnya paling berwenang dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola di
Indonesia adalah PSSI, hal ini karena mengenai pengaturan teknis
penyelenggaraan kompetisi sepakbola PSSI menerapkan aturan yang telah dibuat
oleh FIFA yang dikenal sebagai law of the game. Namun BOPI sebagai lembaga
negara bukan berarti tidak dapat ikut campur dalam urusan penyelenggaraan
kompetisi, karena BOPI dibentuk dengan tujuan melindungi kesejahteraan para
atlet professional yang bertanding sebagai salah satu tugas negara dalam

menjalankan negaranya.

Kata Kunci : PSSI, BOPI, Kewenangan Penyelenggaraan Kompetisi

Sepakbola di Indonesia
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh individu-individu yang
kemudian menjalin hubungan sosial dan hidup secara berdampingan, sehingga
mereka menjadi suatu kesatuan yang terpadu yang hingga sekarang kita sebut
masyarakat.! Dalam menjalani kehidupannya, tentu setiap individu yang tinggal
dalam suatu negara memiliki kelebihan di berbagai bidang. Bidang yang dimaksud
dapat berupa bidang akademis, bidang seni, bidang hiburan, bidang mesin dan
bidang-bidang lainnya. Salah satu bidang yang sampai sekarang dikenal dan digeluti
oleh masyarakat luas adalah bidang olahraga yang merupakan serangkaian gerak raga
yang teratur dan terencana yang dilakukan orang untuk mencapai suatu maksud atau
tujuan tertentu’. Olahraga sendiri sudah bukan merupakan kegiatan yang asing lagi
bagi masyarakat di dunia yang dilakukan untuk peningkatan derajat kesehatan dan
kebugaran seseorang.

Salah satu olahraga yang menjadi sorotan dan dikenal secara luas adalah
sepak bola yang merupakan ajang olahraga profesional yang digelar dalam bentuk
kompetisi di setiap negara yang ada, tidak terkecuali Indonesia. Sepak bola di
Indonesia sudah bukan merupakan suatu ajang olahraga yang selalu ramai
dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Dipimpin oleh suatu organisasi yang dikenal
sebagai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kemudian menyelenggarakan
suatu kompetisi yang di dalamnya terdapat klub-klub sepak bola dan pemainya yang
menjadi unggulan dan idola para pendukungnya, sehingga ketika klub tersebut
bermain, para pendukung akan berdatangan untuk mendukung klub tersebut. Namun

dibalik persepakbolaan Indonesia yang begitu besar, terdapat peran-peran penting di

! Bambang Tejokusumo, Dinamika Masyarakat sebagai Sumber IImu Pengetahuan Sosial, Vol 3 (tidak
ada Nomor), 2014, him.38.
2Y.S Santoso Giriwijoyo (et.al), 2005, Manusia dan Olahraga.Bandung: Penerbit ITB, him.10.



dalamnya, salah satunya adalah penyelenggaraan kompetisi sepak bola itu sendiri.
Suatu klub tidak akan dapat berpartisipasi dalam suatu kompetisi apabila kompetisi
itu sendiri tidak berjalan, begitu pula penonton maupun pendukung klub tidak akan
dapat menyaksikan klub kebanggaan mereka bermain secara langsung tanpa adanya
kompetisi yang berjalan. Namun dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut pun
bukan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan dengan mudah oleh suatu negara,
karena terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk memperlancar suatu
penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah administrasi penyelenggaraan
kompetisi itu sendiri. Administrasi secara umum merupakan suatu usaha dan kegiatan
yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
pembinaan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi negara
dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Setiap
negara tentunya memiliki sistem administrasinya tersendiri yang berbeda cara
penerapannya dengan negara lain. Salah satu Negara yang memiliki sistem
administrasi adalah Indonesia. Mengenai pengaturan administrasi di Indonesia atau
lebih dikenal dengan “hukum administrasi” dibentuk dalam suatu peraturan yang
dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan aturan-aturan lainya yang membantu penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia dalam rangka pelayanan umum (Public Service) oleh para
pejabat administrasi publik atau pejabat administrasi negara (Public administration)
dalam bidang-bidang tersebut.’

Pengertian administrasi diatas tentunya sudah merupakan suatu hal yang
wajar apabila pemerintah membuat aturan yang mengatur sepakbola sebagai salah
satu kegiatan olahraga dari banyaknya olahraga yang dilakukan di Indonesia. Hal ini

karena sepakbola di Indonesia terus mengalami perkembangan yang mana mulai

3 Supranote 3, him.70.



dikenal dengan adanya olahraga amatir dan olahraga profesional. Proses
administrasi tersebut tentunya dilakukan oleh pejabat administrasi publik atau pejabat
administrasi negara (public administration). Indonesia sebagai pembentuk hukum
nasional tentunya memiliki pejabat administrasi yang memberikan pelayanan
keolahragaan tersebut, yaitu Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang
merupakan aparatur negara yang membantu pemerintah dalam melaksanakan
pemerintahannya dalam bidang kepemudaan dan olahraga yang menerapkan Undang-
Undang No. 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaran Keolahragaan yang digunakan
sebagai dasar dalam membentuk aturan Permenpora No. 9 tahun 2015 tentang
Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional
Indonesia sebagai suatu proses tata usaha negara. Permenpora tersebut membentuk
adanya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mempunyai wewenang
melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap
setiap kegiatan olahraga professional.

Namun pelayanan administrasi yang dilakukan oleh BOPI sebagai lembaga
yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasn dan
pengendalian terhadap sistem kegiatan olahraga profesional menemukan beberapa
hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan tersebut berasal dari PSSI yang
merupakan induk organisasi persepakbolaan Indonesia. Hal ini karena PSSI memiliki
aturan yang mengatakan bahwa PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang
bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua
kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia, PSSI juga merupakan anggota dari
Federation of International Football Association (FIFA) yang menyatakan tidak
boleh ada pihak ketiga yang melakukan intervensi terhadap setiap keputusan yang
dibuat oleh anggota FIFA. Kedua aturan antara BOPI dan PSSI ini kemudian menjadi
benturan yang menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena sama-sama
memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan kompetisi sepakbola di

Indonesia.



Untuk  menyelenggarakan  suatu  kompetisi  PSSI  tidak  dapat
menyelenggarakannya secara sepihak. PSSI harus mendapatkan rekomendasi dari
BOPI apabila ingin menyelenggarakan suatu kompetisi terutama mengenai izin
keramaian dari kepolisian. Verifikasi dan izin tersebut dilakukan sebagai wujud
terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan olahraga professional
yang mana ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan
tahap yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara kompetisi sebelum mendapat
rekomendasi BOPI untuk menyelenggarakan kompetisi. Namun hal ini dapat
menimbulkan permasalahan tersendiri antara BOPI yang menjalankan tugas dari
Kemenpora dengan PSSI. Permasalahan antara Kemenpora, BOPI dan PSSI terjadi
pada tahun 2015 mengenai keikutsertaan beberapa klub sepakbola yang tidak lolos
syarat verifikasi sehingga tidak mendapat izin dari BOPI untuk mengikuti kompetisi
yang sedang berjalan yang akhirnya membutuhkan keputusan dari Mahkamah Agung
(MA) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Meski begitu, alasan pemerintah membuat aturan tersebut memiliki itikad
baik, karena kinerja PSSI yang seharusnya melakukan kewajiban tersebut tidak
dilakukan sebagaimana harusnya. Bahkan dengan aturan yang sudah dibuat
sedemikian rupa, masih ada klub yang tidak memenuhi kebutuhan administratifnya
sehingga berpeluang tidak diberi verifikasi oleh BOPI untuk mengikuti kompetisi
sepakbola yang ada. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mengenai tunggakan gaji
yang terjadi pada salah satu klub besar sepakbola Indonesia, yaitu SRIWIJAYA FC
yang menunggak gaji pemainnya sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan April,
padahal mereka juga memiliki pemain bintang, pemain asing dan pelatih yang tidak
berbandrol murah.* Hal ini tentunya dapat membuat SRIWIJAYA FC berpeluang

untuk tidak mengikuti kompetisi karena masalah administratif.

4Sirajudin Hasbi, Sriwijaya FC, Gaji Pemain, dan Ironi Sepak Bola Indonesia
[https://mojok.co/hsb/balbalan/sriwijaya-fc-gaji-pemain-ironi-sepak-bola/] [diakses pada 6/10/2018,
pukul 9:46]



Peristiwa-persitiwa yang terjadi merupakan permasalahan administratif yang
dialami oleh BOPI dengan pihak yang merasa dirugikan dengan pelaksanaan BOPI
dalam melaksanakan kewenangannya terebut karena dinilai melewati batas-batas
yang telah ditentukan, padahal secara hukum batasan tersebut tidak tercantum secara
tegas dalam peraturan yang mengatur mengenai penyelengaraan kompetisi. Namun
jika dilihat bahwa PSSI berada di Indonesia’ sudah seharusnya mengikuti aturan
hukum yang dibuat oleh negara, karena tentu negara memiliki kedaulatan untuk
mengatur hal tersebut. Alasan inilah yang mendukung mengapa Permenpora No. 9
tahun 2015 dibentuk, hal ini menunjukan bahwa “tidak ada sepakbola tanpa izin
negara”, karena walaupun tunduk terhadap FIFA beberapa hal seperti stadion dan
infrastruktur pendukung lainnya merupakan milik negara sehingga harus ada izin dari
negara untuk menggunakan fasilitas tersebut’.

Hal inilah yang masih menjadi suatu permasalahan, walaupun PSSI sudah
mengikuti aturan yang dibuat oleh BOPI dengan berkoordinasi mengenai
penyelenggaraan kompetisi, tetapi tetap BOPI bukan lembaga yang diakui FIFA
untuk mengurus permasalahan sepakbola di Indonesia, sedangkan di atas sudah
dijelaskan bahwa PSSI menilai BOPI terlalu jauh mencampuri urusan PSSI dalam
menyelenggarakan sepak bola nasional ini. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi
masalah untuk kedepannya apabila terjadi kasus yang sama seperti tahun 2015 yang
dapat memberi sanksi lagi kepada PSSI, sehingga perlu dicari jawaban terhadap siapa
pihak yang sebenarnya paling berwenang menyelenggarakan kompetisi sepak bola di
Indonesia, apakah PSSI sebagai lembaga sepakbola induk yang sudah sangat dikenal
di Indonesia dan diakui FIFA atau BOPI sebagai suatu lembaga olahraga Indonesia
yang dibentuk negara untuk mengatur olahraga di Indonesia. Berdasarkan latar
belakang di atas penulis mengangkat judul “PERMASALAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN KOMPETISI SEPAKBOLA DI INDONESIA ANTARA

> Rasionalitas Hukum dan Transparasi Pengelolaan PSSI, [https://www.pssi.org/news/rasionalitas-
hukum-dan-transparansi-pengelolaan-pssi], [Diakses pada 01/03/2019, pukul 22.26 WIB]

® Eko Noer Krisyanto, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola
Profesional DI Indonesia, jurnal Rechtsvinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016,him.449.




PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DAN BADAN
OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)”

B. Rumusan Masalah

1.

Dimanakah posisi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan
Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai suatu lembaga
olahraga di Indonesia?

Sejauh mana aturan FIFA mengenai larangan Intervensi pihak ketiga terhadap
keputusan anggotanya mengikat PSSI sehingga BOPI tidak memiliki
kewenangan untuk mengintervensi PSSI?

Siapakah yang sebenarnya paling berwenang untuk menyelenggarakan

kompetisi sepak bola di Indonesia?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Untuk mengetahui Dimanakah posisi Badan Olahraga Profesional Indonesia
(BOPI) dan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai suatu
lembaga olahraga di Indonesia

Untuk mengetahui sejauh mana aturan FIFA mengenai larangan Intervensi
pihak ketiga terhadap keputusan anggotanya mengikat PSSI sehingga BOPI
tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi PSSI

Untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya paling berwenang untuk

menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia

Kemudian, berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini:

1.

2.

Untuk merumuskan dan menetapkan siapa yang sebenarnya paling berwenang
dalam menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia antara PSSI dan
BOPI yang diukur dengan hukum administrasi

Untuk membantu memberikan jawaban terhadap permasalahan kewenangan

menyelenggarakan kompetisi sepakbola di Indonesia apabila terjadi kejadian



sama seperti yang terjadi pada masa lalu yang menyebabkan kerugian bagi

persepakbolaan di Indonesia

3. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis akan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif
merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.” Dalam penelitian ini,
penulis akan berfokus untuk menganalisis siapa yang paling berwenang
menyelenggarakan kompetisi sepakbola yang terdapat dalam aturan yang dibuat oleh
negara maupun yang dibuat oleh PSSI. Selain itu penulis juga akan menganilisis
Statuta FIFA mengenai larangan intervensi pihak ketiga terhadap keputusan yang
dibuat oleh PSSI sebagai anggota dari FIFA.

Penulis mencoba menyusun langkah-langkah yang akan digunakan untuk
meneliti masalah tersebut. Pertama, penulis akan menganalisis aturan Permenpora
No. 9 Tahun 2015 mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola di
Indonesia, analisis ini didasarkan dan dikaitkan berdasarkan latar belakang dan tujuan
dibentuknya Permenpora No. 9 Tahun 2015 mengenai pembentukan Badan Olahraga
Profesional Indonesia (BOPI) yang didasari oleh PP No. 16 tahun 2007 dan juga
Undang-Undang No.3 tahun 2005 dihubungkan dengan pelaksanakan fungsi, tugas
dan wewenangnya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga professional, kemudian mencari
pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan BOPI mengenai penyelenggaraan
kompetisi sepak bola. Kedua, penulis akan menganalisis Statuta PSSI sebagai induk
organisasi Sepak bola di Indonesia mengenai kewenangan penyelenggaraan
kompetisi sepak bola, analisis ini didasarkan pada sejarah pembentukan PSSI serta

tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengatur persepakbolaan di Indonesia.

7 Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media
Publishing, him.57.



Dilakukan juga analisis pasal yang berhubungan seperti yang dilakukan pada
Permenpora No. 9 tahun 2015 untuk mengetahui aturan mana yang sama-sama
menjelaskan mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, sehingga
penulis dapat melakukan analisis lebih dalam terhadap pasal-pasal yang menyinggung
hal tersebut. Ketiga, sesudah penulis mengetahui pasal-pasal dalam aturan yang akan
digunakan mengenai kewenangan administratif menyelenggarakan kompetisi, penulis
akan memperdalam pengertian pasal tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi
benturan kewenangan antara BOPI dan PSSI mengenai penyelenggaraan kompetisi
sepak bola. Untuk lebih mendalami permasalahan yang ada, penulis akan mencari
hal-hal yang bersangkutan dengan persitiwa PSSI yang pernah terjadi pada tahun
2015 mengeai pembekuan seperti Putusan MA, artikel, jurnal dan sumber sekunder
lainnya yang pernah membahas pasal tersebut.

Keempat, Setelah memperdalam penjelasan pasal yang berhubungan dengan
kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola, penulis akan menganalisis
Statuta FIFA sebagai organisasi tertinggi persepakbolaan dunia yang dalam aturannya
menjelaskan bahwa tidak boleh ada intervensi dari pihak ketiga mengenai keputusan
yang dibuat oleh PSSI. Analisis ini dilakukan secara gramatikal dengan pertama
melakukan penerjamahan terhadap pasal yang menjelaskan hal tersebut, kemudian
menggunakan sumber sekunder yang membahas mengenai larangan intervensi dari
pihak ketiga menurut FIFA. Setelah diketahui makna dari statuta FIFA tersebut maka
akan dihubungkan dengan PSSI dan BOPI. Kelima, Setelah semua aturan telah
dianalisis dan ditemukan pokok permasalahannya dari aturan-aturan yang digunakan,
maka akan penulis analisis permasalahan kewenangan penyelenggaraan kompetisi
antara PSSI dan BOPI dengan hukum administrasi sebagai dasar untuk menjawab
permasalahan ini.

Selain itu, untuk menunjang penelitian ini, penulis juga harus menggunakan
metode pengumpulan data. Pemnulis akan menggunakan 2 (dua) metode

pengumpulan data, berikut penjelasannya:



1. Studi kepustakaan primer, yaitu sumber hukum peraturan perundang-
undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif.* Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang
nanti akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional
Penulis akan menjelaskan dasar-dasar mengapa keolahragaan di Indonesia
harus diatur dalam undang-undang.

b) Permenpora No. 9 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas,
Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Prfoesional Indonesia
Penulis akan mempelajari latar belakang, maksud, dan tujuan dari
dibentuknya peraturan ini. Kemudian penulis juga akan menulusuri aturan
mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi olahraga professional
serta alasan mengapa BOPI berwenang melakukan hal tersebut.

¢) Statuta FIFA
Penulis akan mempelajari mengenai aturan FIFA yang menyatakan
larangan intervensi pihak ketiga terhadap keputusan anggotanya.

d) Statuta PSSI
Penulis akan mempelajari mengenai aturan PSSI sebagai induk organisasi
persepakbolaan tertinggi di Indonesia. Mengetahui tugas, fungsi dan

wewenang mengenai penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia.

2. Studi kepustakaan Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, dan

website yang berkaitan dengan pengaturan mengenai permasalahan yang akan

8 Supranote 8, hIm.295.



dibahas dalam penelitian hukum ini. Berikut buku yang akan digunakan

penulis dalam penelitian ini:

a) Buku

1) Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA bagaimana

mendudukan masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia)?
(karangan Hinca Ip Pandjaitan)
Dengan buku ini, penulis dapat memahami kemelut persepakbolaan di
Indonesia ini akan membuka wawasan penulis mengenai kekuasaan
FIFA atas sepak bola, sejauh mana Negara boleh mengintervensi,
bagaimana menyelaraskan kedua hukum yang berbeda itu, berbagai

aturan sepak bola di dunia yang perlu kita ketahui.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Berikut penjelasan

singkat mengenai isi dari masing-masing bab :

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan uraian awal mengenai (1) latar belakang dari masalah
hukum yang akan diteliti; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan-
pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan
manfaat penelitian yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (4) metode
penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneliti dan mengkaji
permasalahan dalam penelitian ini; serta (5) sistematika penulisan yang memuat

kerangka penulisan setiap babnya.

BAB 11 : Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan variabel pertama mengenai Persatuan

Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berupa sejarah, alasan pembentukan PSSI,
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posisi PSSI di Indonesia sebagai suatu lembaga dan kewenangan PSSI dalam
menyelenggarakan kompetisi sepak bola di Indonesia

BAB III : Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)

Pada bab ini akan dijabarkan pembahasan variabel kedua yaitu badan olahraga
profesional Indonesia sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia mengenai
sejarahnya, alasan dibnetuknya BOPI, posisi BOPI di Indonesia serta kewenangan
seperti apa yang dimiliki oleh BOPI dalam rangka menyelenggarakan kompetisi

sepak bola di Indonesia.

BAB IV : Analisis

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai pembahasan permasalahan yang akan diteliti
oleh penulis yaitu mengenai kewenangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola
antara PSSI dan BOPI dan dihubungkan dengan FIFA sebagai lembaga sepak bola
tertinggi di Dunia yang melarang adanya intervensi pihak ketiga dalam keputusan
anggotanya mengenai urusan sepak bola. Analisis ini juga dilakukan untuk menjawab

rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis pada bab I.

BABV : Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan penulis atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di dalam

latar belakang dan rumusan masalah.
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